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Abstract




General Background: The advancement of information technology has driven the transformation of public administration toward digital governance to ensure efficiency, transparency, and accountability in government performance. Specific Background: In Sidoarjo Regency, the E-Buddy application serves as a medium for electronic correspondence management, aligning with the e-Government policy framework. However, its implementation at the village level, particularly in Candipari Village, remains suboptimal due to limited human resources and infrastructure. Knowledge Gap: Previous studies have not sufficiently examined how the Government-to-Government (G2G) model operates through E-Buddy at the grassroots level. Aims: This study aims to analyze the implementation of the E-Buddy system in managing incoming and outgoing letters in Candipari Village based on Edward III’s implementation theory. Results: Findings reveal that while E-Buddy improves document accessibility and communication flow, challenges persist in communication clarity, training, and system reliability. Novelty: This research provides an in-depth exploration of digital governance at the village level by integrating G2G interaction within a local administrative framework. Implications: Strengthening human resource capacity, infrastructure, and clear SOPs is crucial for sustaining e-Government initiatives in rural governance.
Highlights:
· E-Buddy enhances administrative transparency and efficiency.
· Human resource and communication gaps hinder full implementation.
· Provides new insight into G2G digital governance at the village level.
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[bookmark: Article_content][bookmark: _bookmark5]I. Pendahuluan 
Kegiatan administrasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam dunia kerja atau organisasi, khususnya pada pemerintahan atau lembaga pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ketatausahaan adalah bagian keseluruhan dari proses administrasi, dengan demikian ketatausahaan sangatlah penting untuk membantu suatu pekerjaan dalam organisasi contohnya yaitu kegiatan surat menyurat seperti pemrosesan surat masuk dan surat keluar yang didalamnya terdapat penerimaan, pencarian, pendistribusian serta pengarsipan dokumen yang dianggap penting bagi organisasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi semakin maju dan dapat memudahkan tenaga manusia dalam menjalankan tugas apapun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government [1]. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan, dan penyebaran informasi. E-Government berguna untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pertukaran informasi. Dalam mewujudkan keterbukaan, kemudahan akses serta keterpaduan akses informasi antar pemerintah, pemerintah harus memperbaiki diri untuk mengembangkan sistem administrasi publik berbasis internet yang baik, efektif, transparan dan efisien, khususnya melalui penerapan E-Government melalui penerapan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) atau aplikasi Pencatatan publik elektronik yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menpan RB No. 6 Tahun 2011 mengenai panduan dasar Tata Naskah Dinas berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintahan [2]. Sedermayanti menegaskan bahwa Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan melalui platform yang disimpan dalam sistem dan diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung ke koneksi internet [3].
Mengingat pentingnya surat dinas, maka perlu adanya perhatian khusus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja OPD. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem digitalisasi dimana informasi akan disajikan dalam format elektronik dengan menggunakan media elektronik. Untuk memenuhi tujuan E-Government seperti yang ditulis Kusnadi & Ma'ruf ialah menghubungkan jaringan komunikasi antara warga negara, pelaku swasta, dan pemerintah lainnya untuk memfasilitasi interaksi, transaksi, dan layanan [4]. Lebih lanjut, e-Government bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga negara dalam menggunakan layanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah, mengurangi jumlah masyarakat yang bertikai, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh warga negara. Contohnya seperti aplikasi E-Office yang terdapat di Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu contoh wujud digitalisasi administrasi atau pengarsipan yang awalnya dilakukan secara manual sebelum dilakukan secara elektronik [5]. Selain itu, Sinde merupakan kemajuan atau terobosan teknologi dalam Sistem Persuratan Provinsi Kalimantan Selatan [6].
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Naskah Dinas Elektronik Smart City Kabupaten Sidoarjo yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Sidoarjo. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. E-buddy adalah sistem surat menyurat yang merupakan produk sampingan dari E-Government G2E (Koordinasi pemerintah dan pegawai adalah jenis e-pemerintah yang mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran informasi dan layanan antara pemerintah dan entitas terkait pemerintah). Salah satu aplikasi yang dirancang untuk mengelola ASN yang hadir di OPD Kabupaten Sidoarjo disebut e-buddy Sidoarjo [7]. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan antara karyawan dan peserta serta bertukar informasi tentang kegiatan. Disposisi adalah informasi yang diberikan kepada anggota staf atau unit mengenai pengiriman, penerimaan, dan aktivitas online.

[image: ]
Gambar 1: Halaman Aplikasi E-Buddy Sidoarjo
Sumber : Website e-buddy.sidoarjokab.go.id (2024)

Penerapan e-buddy sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kearsipan Elektronik Umum berkaitan dengan kemajuan e-Government pada Sistem Sidoarjo [8]. Sebelum tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan komunikasi manual, instruksi pemesanan, pencatatan kehadiran, atau sistem berbasis kertas. Dalam perkembangan E-Government dalam Peraturan Daerah Kabupaten, Pemerintah mengganti sistem kertas dengan media elektronik. Hal ini mencakup ketidakhadiran pejabat negara, penerimaan, pengiriman, dan perintah penangkapan (perintah) surat. Karena beragamnya penerapannya, segala aktivitas senantiasa berubah akibat pengaruh teknologi informasi dan komunikasi.
Secara konsep implementasi diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho dalam Public Policy Implementasi adalah kegiatan yang diperlukan selalu berkesinambungan.[9] Implementasi pada kebijakan undang-undang diperlukan karena pada halaman tersebut diharapkan untuk melihat “kesesuaian ” dari berbagai faktor penentu keberhasilan undang-undang atau program tersebut. Tujuan pelaksanaan kebijakan dan realisasinya terkait dengan hasil kebijakan dari pemerintah. Implementasi dari setiap program tertentu dapat berjalan dengan efektif jika direalisasikan oleh pelaksana yang sesuai proses yang disebut tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang individu, sekelompok orang, atau bahkan seluruh pemerintah. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi sebagai hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, yang pertama Komunikasi yaitu proses pertukaran pesan yang melibatkan pengiriman, penerimaan dan interpretasi informasi yang penting untuk mencapai tujuan, yang kedua Sumberdaya yaitu mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang ketiga Disposisi yaitu merujuk pada sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan tugas, dan yang  keempat Struktur Birokrasi yaitu cara organisasi diatur termasuk pembagian tugas, kewenangan dan hubungan.[10]
Salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang mengimplementasikan e-buddy adalah Kecamatan Porong. Dalam hal surat pengelolaan, ada tiga jenis surat: masuk, keluar, dan disposisi. [11] Aparat Pemerintah Desa Candipai memiliki akun e-buddy pribadi. Kasi Pemerintahan yang bekerja sebagai pengelola e-buddy di Pemerintah Desa Candipari menjelaskan prosedur pelaksanaan operasional e-buddy. Khusus jika ada surat masuk dari OPD ke Pemerintah Desa Candipari, maka surat tersebut otomatis terkirim ke akun e-buddy Pemerintah Desa Candipari. Apabila terdapat surat masuk dari OPD atau instansi lain yang tidak tercantum dalam Pengirim OPD, admin dapat mengubah atau membuat fitur surat masuk baru yang dilanjutkan dengan verifikasi identitas sesuai surat yang diperoleh. Setiap aparatur dapat menyusun surat keluar dengan template yang dapat diunduh dengan file dengan ekstensi .docx di aplikasi e-buddy dan pengguna dapat menggunakan Microsoft,kata untuk mengubah konteks surat sesuai dengan rencana surat yang akan dibuat. Dalam kegiatan surat keluar, surat harus berekstensi .docx agar dapat diunggah ke e-buddy yang minimal berisi nomor dan qrcode untuk tanda tangan elektronik sesuai format surat e buddy. Kemudian jika ada surat yang memerlukan disposisi, maka yang meneruskan surat kepada pimpinan adalah admin.
Kasi Pemerintahan juga menjelaskan bahwa saat menggunakan aplikasi e-buddy untuk disposisi surat, administrator tidak memberikan informasi surat dinas sebanyak mungkin melalui e-buddy kepada orang yang bersedia meneruskannya yaitu kepala desa. Dikarenakan implementasi penggunaannya masih belum paham secara maksimal dan keterbatasan kemampuan yang masih belum mampu beradaptasi. Akibatnya, pemrosesan surat menjadi lebih lambat dan membutuhkan banyak waktu. Mengingat pentingnya surat disposisi bagi organisasi, hal ini harus dilakukan dengan cepat agar gagasan yang tertuang dalam surat dapat terlaksana sesegera mungkin.

Tabel 1. Pengelolaan surat pada akun E Buddy Desa Candipari
	No
	        Tahun
	Surat Masuk
	  Surat Keluar
	  Disposisi
Oleh
Kasi Pemerintahan

	1
	2021
	14
	1
	14

	2
	2022
	226
	225
	226

	3
	2023
	270
	257
	270

	4
	2024
	274
	249
	274


Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Candipari, 2024.
Berdasarkan Tabel 1, Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah aktif menggunakan aplikasi e-buddy sejak tahun 2021 dalam kegiatan surat yang melibatkan dinas. Berdasarkan Tabel 1 terdapat banyak surat dinas yang dimulai pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2022, tetapi tidak banyak yang dihapus. Pada tahun 2023 - 2024, surat keluar untuk balasan surat juga telah mulai aktif menghapus surat tetapi masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penerapan memiliki peran penting di semua tahapan proses suatu penerapan tertentu harus dilaksanakan untuk memberikan efek dan hasil yang diinginkan. Tanggung jawab, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, terdiri dari penetapan program-program yang telah dibuat dan disetujui melalui komentar publik. Teori kebijakan George Edward III, implementasi merupakan proses yang penting. Oleh karena itu, ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu penerapan, termasuk komunikasi, faktor sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi.
Namun berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan yang dijelaskan oleh Kasi Pemerintahan yaitu admin e-buddy, pertama Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebelum adanya e-buddy dalam pengelolaan surat dinas sebelumnya masih dilakukan secara manual apabila ada surat masuk atau surat keluar maka surat tersebut akan ditulis dalam agenda lalu data-data tersebut disimpan dilemari arsip, untuk itu membutuhkan tempat yang cukup besar untuk penyimpanan data, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data yang dibutuhkan kembali. Permasalahan kedua server down (gangguan server) yaitu aplikasi sering mengalami downtime terutama pada saat jam kerja, dan permasalahan yang ketiga yaitu keterlambatan disposisi surat keluar yang membutuhkan tanda tangan kepala desa, sehingga harus mengingatkan secara lisan kepada kepala desa
Beberapa penilitian terdahulu membahas mengenai penerapan e-Goverment, Yang pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah tentang Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo) [12]. menunjukkan bahwa meskipun aplikasi tersebut telah dilaksanakan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Terutama dalam hal transmisi surat dinas melalui aplikasi E-Buddy, khususnya dalam hal pendisposisian surat belum dimanfaatkan dengan optimal. Penelusuran disposisi surat masih dilakukan melalui chat WhatsApp, bukan pada aplikasi E-Buddy. Selain itu, masih ada beberapa pegawai desa yang sebagai pengguna aplikasi E-Buddy masih belum sepenuhnya terbiasa dalam menggunakannya. Beberapa pengguna juga masih mengalami kesulitan dalam pembuatan surat dan seringkali admin yang membuat surat melalui akun pegawai tersebut. Sikap beberapa pegawai desa yang kurang responsif juga dapat dilihat dari respon Kepala Desa terhadap disposisi surat yang tidak selalu mengetahui dan membaca surat atau disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy. Dalam jurnal penelitian, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Dalam penelitian kedua “Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon” yang dilakukan oleh Mukhammad Ulil Albab [13] mengungkapkan bahwa pengggunaan aplikasi E-Buddy Sidoarjo masih mnemui kendala terutama dalam sistem pendisposisian surat masuk yang lebih memanfaatkan fittur Chatting melalui aplikasi Whatsapp Grub, beberapa faktor diketahui dapat mempengaruhi hal tersebut diantaranya kurangnya kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis secara merata terhadap para pengguna aplikasi E-Buddy Sidoarjo dan kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Di sisi lain, kajian atau penelitian ketiga yang dilakukan oleh Difta Izza Nadila [14] tentang penerapan E-Government melalui aplikasi Tata Surat Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pertama, Indikator Infrastruktur Legal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintahan. Di sisi lain, terdapat beberapa perangkat desa di Infrastruktur Manusia yang kurang ideal dalam penggunaan aplikasi E-Buddy karena belum ada surat keluar yang diambil melalui aplikasi, dan terdapat pula beberapa surat keluar yang diambil melalui Personal Chat yang  kurang  ideal dikarenakan keterbatasan kemampuan desa dalam beradaptasi. Ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut sudah terbangun, meliputi komputer dan printer di setiap wilayah yang beroperasi, serta WiFi yang stabil untuk proses penyaluran surat. Oleh karena itu, agar E-Buddy dapat digunakan seefektif mungkin, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan desa dalam menggunakan aplikasi tersebut dan mengoptimalkan penggunaannya dalam surat pendisposisian dan surat penyampaian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penerapan aplikasi E-Buddy di Glagaharum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk memilih lokasi penelitian di Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo karena ingin memahami bagaimana penerapannya dalam studi surat dinas di Pemerintah Desa Candipari. Oleh karena itu, penulis merangkum permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan berjudul “Implementasi Model Goverment to Goverment Melalui Aplikasi E-Buddy (Studi Pada Pengelolaan Arsip Surat Keluar Masuk di Desa Candipari)”.
II. Metode
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan “Impelementasi aplikasi E Buddy di Desa Candipari” dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berguna untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti oleh subjek penelitian.[15] Lokasi penelitian berada di Desa Candipari, Porong, Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama penelitian adalah pada teori implementasi George Edrward III dengan indikator komunikasi, sumber daya sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan percakapan dengan individu yang terlibat dalam implementasi aplikasi E Buddy. Sedangkan Sumber Data Sekunder mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, dan situs web yang berhubungan langsung dengan penelitian implementasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan kebutuhan spesifik, dapat memberikan wawasan tentang masalah yang ditemui selama penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan di Pemerintah Desa Candipari yang memiliki keterkaitan langsung dengan aplikasi E-Buddy. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumen pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Hubberman (1992: 16), yaitu (1) data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, (2) reduksi data mengacu pada pemilihan, proses penarikan perhatian, dan transformasi data kasar berdasarkan data tertulis yang dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan data penting yang berkelanjutan dan kemudian membuat data yang tidak tersedia atau diperlukan. Selanjutnya, (3) Penyajian data adalah proses mengubah semua informasi yang diperoleh dari pengumpulan data ke dalam format yang mudah diakses atau diambil. Dengan demikian, dapat lebih mudah untuk melakukan kajian keseluruhan. Dan yang terakhir (4) Kesimpulan adalah semua data yang dikumpulkan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.[16]
III. Hasil dan Pembahasan
Implementasi E-Government melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) pada Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori implementasi George Edward III sebagaimana dikemukakan dalam [17], untuk menilai implementasi program. Menurut teori ini, ada beberapa indikator yang berdampak pada pelaksanaan program, antara lain komunikasi, sumber daya, diposisi, dan birokrasi struktur. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi E-Buddy pada Pemerintah Desa Candipari, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo [18].
1.Komunikasi
Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kebijakan publik. Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan, komunikasi harus menjadi prioritas karena komunikasi dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat [19]. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana [20]. Menurut Edward III, inisiatif kebijakan publik akan berhasil apabila terdapat komunikasi yang efektif antara peserta program dengan otoritas terkait. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran program dapat dianalisis dengan baik sehingga dapat diketahui penyimpangan atau saran terhadap kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif memiliki beberapa dimensi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi [21].
Menurut Dimensions Transmisi, setiap program harus dijelaskan secara jelas agar khalayak dapat memahami dan menghayati maksud dan tujuannya. Sebelum keputusan dan perintah dibahas, kebijakan dan perintah-perintah harus dikomunikasikan atau diterima oleh peserta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ediyanto pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua" yang menghasilkan kesimpulan bahwa komunikasi ini efektif dalam satu hal, yaitu dengan mengalihkan kebijakan ke pelaksanaan kebijakan [22]. Pentingnya penyampaian informasi dalam keberhasilan implementasi program dan kebijakan tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama proses implementasi, pengumpulan informasi yang akurat dan jelas memastikan bahwa pelaksana memahami kebijakan yang akan diterapkan dengan baik dan adil. Hal ini penting agar program berjalan lancar dan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi semua orang. Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat memengaruhi pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang akan diterapkan, yang pada akhirnya akan memengaruhi pelaksanaan program dan hasil yang diberikan kepada masyarakat.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi program dan kebijakan, diperlukan proses transfer informasi atau penyampaian informasi kebijakan yang efektif kepada implementator. Pelaksana harus memahami kebijakan yang akan digunakan secara jelas dan tepat guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah mengkomunikasikan informasi kebijakan kepada para implementator dengan cara yang jelas dan ringkas. Selain itu, pelatihan dan pendidikan juga diperlukan agar pegawai dapat memahami aplikasi atau alat yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan ebuddy.

“Dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat jarang sekali memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi eBuddy, seingat saya hanya pertama saja saat aplikasi ini diluncurkan lebih banyak secara online,” demikian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Candipari. Wawancara 27 Februari 2025
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Gambar 2. Sosialisasi penggunaan Aplikasi Ebuddy Tahun 2020
Sumber: Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan pernyataan dan gambar di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan atau live streaming YouTube kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman para pelaksana terkait pelaksanaan tugas terkait aplikasi ebuddy. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan kebijakan yang dilaksanakan di Desa Candipari. 

“Sebagai penanggung jawab aplikasi, masih kurang paham jika aplikasi ebuddy mengalami kendala,” ungkap Kasi Pemerintahan dalam Wawancara (27 Februari 2025) 

terkait hal tersebut. Sebab, belum ada pendampingan dalam mengatasi permasalahan yang ada di aplikasi tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka diperlukan peningkatan kapasitas penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang cara penggunaan Aplikasi Ebuddy dan cara penyelesaian permasalahan yang timbul.
George Edward III dalam Dimensi Kejelasan menyatakan bahwa apabila suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, maka petunjuk pelaksanaan tidak dapat begitu saja dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan tersebut, komunikasi tentang hal tersebut juga harus jelas [23]. Oleh karena itu, komunikasi harus jelas dan bebas dari hambatan yang menghambat pelaksanaan tugas, serta diperlukan keakuratan dan ketepatan waktu informasi. Oleh karena itu, pengguna aplikasi E-Buddy tidak perlu khawatir ketika terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya seperti yang telah dijelaskan oleh Kaur Pemerintahan sekaligus operator E-Buddy.

“Apabila mengalami kendala, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menonton video yang tersedia di YouTube pada acara sosialisasi pertama, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi teknis yang  dilakukan secara daring oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, ada bimbingan teknis dari  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan secara tatap muka, namun bimbingan teknis ini tidak  dilakukan secara berkala”. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025. 

Berdasarkan hasil wawawancara di atas terdapat fitur online dan bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan tatap muka bimbingan teknis dari Kecamatan Porong. Namun bimbingan teknis belum terlaksana secara teratur. Demikianlah gambaran FGD teknologi e-buddy di Buduran Kabupaten Sidoarjo.
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Gambar 3. Undangan FGD teknis e-buddy Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (2025).

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan bahwa surat undangan dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk Sekretaris dan Admin Desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Dalam rangka menghadiri FGD teknis  e-buddy secara tatap muka yang diadakan di ruang rapat kantor Kecamatan Porong Sidoarjo, pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan adanya surat tersebut membuktikan bahwa sudah dilakukan bimbingan teknis terkait implementasi aplikasi e-buddy namun masih belum dilakukan secara teratur.
Indikator ketiga adalah konsistensi, informasi yang diberikan dalam pelaksanaan tugas harus jelas dan konsisten (dapat diterapkan atau diinisiasi). Dengan demikian, jika instruksi sering tidak jelas, hal itu dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hal tersebut, implementasi aplikasi E-Buddy untuk  surat dinas di Pemerintah Desa Candipari masih kurang konsisten dalam hal surat masuk, keluar surat, dan disposisi. Akibatnya, terkadang surat masuk tidak menjelaskan cara menggunakan aplikasi E-Buddy, termasuk penggunaan aplikasi WhatsApp. Berikut contoh chat WhatsApp untuk surat dinas Pemerintah Desa Candipari.
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Gambar. 4 Chat WhatsApp penyampaian surat di Pemerintah Desa Candipari
Sumber : Pemerintah Desa Candipari (2025)

Berdasarkan Gambar 4 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian surat lebih banyak dilakukan melalui WhatsApp group dikarenakan penggunaan aplikasi e-buddy yang masih belum terlalu tinggi. Hal ini cukup meresahkan dan dapat mengakibatkan penyampaian surat tidak konsisten. Istilah pemahaman mengacu pada hasil hubungan sosial seseorang dengan orang lain. Komunikasi diartikan sebagai proses dimana seorang individu mengirimkan suatu pesan kepada orang lain, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, atau tidak sama sekali, melalui media apapun dengan tujuan untuk menginformasikan atau menyampaikan informasi, ide, sikap, atau tindakan.[24] Temuan penelitian ini didasarkan pada hasil observasi bahwa implementasi aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Candipari telah selesai. Namun demikian, masih terdapat permasalahan seperti dukungan teknis yang kurang bisa diandalkan dan informasi surat yang tidak konsisten melalui aplikasi e-buddy, yang dapat dikaitkan dengan masih banyaknya orang yang menggunakan WhatsApp.
Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian yang berjudul “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penelitian belum berjalan secara optimal, terbukti dari berbagai indikator komunikasi, aktivitas sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian sebelumnya juga membahas tentang implementasi aplikasi E-Buddy di sektor Pemerintahan desa.
2. Sumber Daya
Salah satu indikator yang mempunyai dampak signifikan terhadap proses implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya kapasitas dan keahlian yang baik juga akan membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan kebijakan dengan baik karena setiap sumber daya kapasitas akan dibandingkan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Indikator sumber daya yang diuraikan Edward III antara lain sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggararan, dan wewenang. Namun disini peneliti hanya menggunakan sub indicator sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan kewenangan.
Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia merupakan unsur organisasi dan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena faktor utama dalam implementasi kebijakan adalah statistik, maka salah satu penyebab utama kegagalan dalam proses ini adalah adanya kekurangan, dan ketidaksempurnaan sumber daya manusia dalam bidangnya [25]. Sebaliknya apabila sumber daya manusia dikembangkan dengan baik, maka implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan ideal [26]. Untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dinas dalam aplikasi E-Buddy, diperlukan sumber daya manusia yang mandiri. Pemerintahan Desa Candipari dijalankan oleh operator yang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kasi Pemerintahan.

“Sebagai Kasi Pemerintahan, saya sebagai pelaksana sangat berkeinginan untuk menggunakan akun e-buddy Desa Candipari. Namun, terkadang saya mengalami kendala ketika menggunakan aplikasi e-buddy elektronik. Selain itu, ada beberapa instansi pemerintah Candipari yang belum aktif menggunakan aplikasi e-buddy untuk meneruskan email ke akun mereka. Karena beberapa pejabat di pemerintahan Desa Candipari belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.” Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025. 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa SDM Sumber Daya di Pemerintah Desa Candipari masih belum mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya optimal dalam mengimplementasikan aplikasi e-buddy.
Sumber Daya Peralatan, Setiap organisasi perlu memiliki fasilitas yang efisien dan berkualitas tinggi, hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Infrastruktur berfungsi sebagai elemen pendukung untuk memfasilitasi koordinasi aktivitas kerja dengan tujuan menyelesaikan setiap masalah yang timbul selama proses berlangsung [27]. Mengenai fitur pengembangan aplikasi e-buddy Kasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa.

“Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Candipari cukup lengkap, yaitu komputer, keyboard, mouse, CPU, printer, AC, dan koneksi internet. Namun, jika terjadi kendala atau masalah pada internet, maka akan menyebabkan kendala pula dalam proses surat menyuratnya.” Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengelola e-buddy yang akrab disapa Kasi Pemerintahan ini menyatakan bahwa meskipun fasilitas yang tersedia sudah cukup baik, namun apabila terjadi kendala pada internet tidak selalu mudah untuk diatasi karena respon yang diberikan dalam kegiatan surat menyurat masih tergolong lambat.
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Tabel 2.  Pengelolaan akun E Buddy Desa Candipari
	No
	Nama Aplikasi
	Penanggungjawab
	Pelaksana

	1
	E-Buddy
	Sekretaris Desa
	Admin


Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Candipari

Berdasarkan hasil dari wawancara dan tabel 2, Kasi Pemerintahan sekaligus admin merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam implementasi aplikasi e-buddy. Dalam hal pengimplementasian e-buddy, Tugas Kasi Pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab untuk menerima dan memproses surat masuk, mendisposisi surat, dan membuat surat keluar bagi seluruh instansi OPD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak sembarang orang yang bertanggung jawab atas aplikasi e-buddy.
Menurut Edward III, yang berwenang adalah hak dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Sehubungan dengan implementasi aplikasi e-buddy di Desa Candipari yang dilakukan berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Februari 2025, sekretraris Desa Mengungkapkan bahwa 

“Untuk kewenangannya, kami berpegang pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 98 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengelola aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Candipari adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Sesuai peraturan tersebut, akan tetapi di Desa Candipari yang mengelola aplikasi e-buddy yaitu Kasi Pemerintahan, karenan ada kekosongan jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, pengelola wajib memberikan informasi tentang surat masuk dan surat pendisposisian kepada perangkat desa lain, namun tidak hanya itu, pengelola juga bertanggung jawab membuat surat keluar untuk seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo.”

Dimensi sumber daya meliputi jumlah pegawai dan tingkat kinerjanya. Efektivitas program akan menurun apabila kuantitas dan kualitas tidak sesuai standar, karena mereka tidak mampu melaksanakan tugasnya secara efektif [28]. Temuan penelitian ini berdasarkan pengamatan bahwa operator pada aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Candipari, Kasi Pemerintahan, masih belum mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Subindikator sumber daya sudah dikembangkan, namun sebagian besar masih ada kendala di internet, sedangkan subindikator kewenangan sudah terlaksana dengan baik, dengan mematuhi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 95 Tahun 2022 agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah dan Ilmi Usrotin Choiriyah pada tahun 2023 dengan judul Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian pada sub indikator indikator sumber daya manusia menunjukkan bahwa akun E-Buddy Desa Kajeksan dimiliki oleh Kaur TU, dan pengguna lainnya adalah Aparatur Desa lainnya. Sub indikator sumber daya peralatan menyatakan bahwa komputer, keyboard, mouse, CPU, dan printer juga hadir selama pengoperasian aplikasi e-buddy. Sedangkan sub indikator kewenangan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang dilaksanakan oleh admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan berwenang dan mempunyai beberapa tugas sebagai penanggungjawab akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan yang berkaitan dengan penerimaan surat masuk, surat keluar, dan penerusan surat dinas.
3. Disposisi
Menurut Edward III, disposisi adalah kemampuan, keinginan, dan kemauan untuk melaksanakan suatu tugas guna menyelesaikan tugas tertentu dengan menentukan tujuannya. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari birokrat dan insentif. Data kecukupan terti pemberian insentif agar para pelaksana semangat bekerja secara totalitas ditunjukkan pada indikator ini.
Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Candipari pada tanggal 27 Februari 2025, pengangkatan birokrat merupakan suatu proses yang sangat penting dalam organisasi karena akan menentukan produktivitas kerja dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi [29]. Pernyataan ini diawali dengan penjelasan Kepala Desa Candipari pada tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut :

“Hak Kepala Desa adalah pengangkatan birokrasi untuk menjadi Perangkat Desa di Pemerintah Desa Candipari, Setiap pengangkatan birokrasi, selalu ada kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, dan kami mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2. Salah satu isinya yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa mematuhi UU Desa Pasal 26 ayat 2. Oleh karena itu, penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan detail-detail penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan personel yang kompeten dan dapat membantu organisasi menjadi lebih baik.
Insentif, Insentif merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi sikap pada saat proses implementasi. Respon dan eksekusi implementasi aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Candipari dapat diamati. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa aspek implementasi e-buddy, yaitu: untuk surat masuk, yang dapat dilakukan hanya oleh pengurus e-buddy atau Kasi Pemerintahan. Setelah surat dikirim ke ASN lain, ASN dapat memeriksa surat yang telah dikirimkan, dan Kasi Pemerintahan dapat meneruskan surat yang telah dikirimkan kepada pihak terkait. Kasi Pemerintahan juga dapat membuat surat keluar dengan mengunduh template yang telah tersedia di aplikasi e-buddy. Apabila ada surat yang perlu ditandatangani oleh pimpinan, maka dapat dilakukan secara elektronik sehingga proses surat menyurat dapat diselesaikan dengan cepat. Perlu diterapkan strategi pemberian insentif agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengaruh kepada pegawai sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah penjelasan dari Kepala Desa 

“Aparatur desa yang berprestasi tentunya akan memberikan insentif atau disebut reward yang akan memacu aparatur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan agar mencapai kualitas pelayanan yang baik. Insentif atau Reward diberikan kepada aparatur dengan tujuan untuk memotivasi mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi sangatlah penting, karena dengan begitu para implementor dapat meningkatkan semangat kerjanya dan memastikan pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik.
Hasil penelitian berdasarkan persepsi indikator disposisi Pemerintah Desa Candipari sudah berjalan seefisien mungkin, mungkin sama dengan UU Desa yang menaati peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan yang ada. Selain itu, untuk memperoleh mutu pelayanan yang baik, perlu adanya pemberian insentif atau reward kepada pegawai agar termotivasi dan tekun bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Andika Putra yang menyatakan bahwa kerjasama organisasi atau pimpinan sangat penting dalam mencapai tujuan yang efektif. Contohnya adalah dengan menetapkan program sebagai prioritas utama dalam kegiatan dan memastikan bahwa staf terlatih dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiar Fitri Dewi  dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palangkaraya. Berdasarkan temuan penelitian, Pelayanan secara otomatis akan menjadi termotivasi jika pegawainya mendapat imbalan atas kerja keras dan inovasinya dalam meningkatkan standar kerjanya.
4. Struktur Birokrasi
Variabel terakhir dalam teori implementasi Edward III adalah struktur birokrasi. Cara paling efektif untuk melaksanakan kegiatan secara komprehensif adalah melalui struktur birokrasi. Birokrasi tidak hanya ada di lembaga pemerintah tetapi juga di organisasi swasta. Berdasarkan hal ini, pemahaman tentang birokrasi merupakan komponen mendasar dalam mengajarkan implementasi kebijakan publik. Dua komponen utama dari struktur birokrasi adalah SOP dan fragmentasi.
Standar Operasional Prosedur, atau SOP, merupakan evolusi dari pencatatan waktu internal, sumber daya, dan persyaratan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan berskala besar sehingga proses operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terkait SOP, hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan menunjukkan bahwa.

“Belum ada SOP khusus dalam penerapan aplikasi e-buddy, namun Pemerintah Desa Candipari tetap mengikuti pedoman yang sudah ada dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020”. 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Candipari sudah sesuai dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik yang sudah berlaku. Fragmentasi, Fragmentasi adalah hubungan dua arah yang mencakup struktur variabel pejabat. Fragmentasi juga menghambat implementasi rencana. Fragmentasi adalah tanggung jawab suatu kebijakan tertentu antara berbagai entitas yang memerlukan koordinasi. Jalannya proses surat keluar masuk di Aplikasi E-Buddy Desa Candipari berdasarkan struktur birokrasi Edward III, Implementasi pengelolaan surat keluar masuk sebagai berikut.
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Gambar. 5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Candipari
Sumber : Pemerintah Desa Candipari

Berdasarkan Gambar 5, struktur organisasi pemerintahan Desa Candipari menjelaskan bagaimana jalannya proses surat keluar masuk di aplikasi E-Buddy Sidoarjo, teori Edward III ini termasuk struktur birokrasi karena proses tersebut terjadi dalam kerangka birokrasi pemerintahan yang terstruktur secara digital, melibatkan berbagai tingkatan pejabat dan admin, serta mengandalkan mekanisme disposisi dan komunikasi birokrasi yang terintegrasi secara elektronik. Dengan kata lain, implementasi aplikasi E-Buddy ini dapat dianalisis sebagai penerapan kebijakan dalam struktur birokrasi yang mengatur alur dan manajemen surat menyurat secara digital, sesuai variabel yang diuraikan dalam teori Edward III.
Struktur pemerintahan dipengaruhi oleh kebutuhannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi nasional. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai bentuk pemerintahan kekuasaan yang dilaksanakan melalui penerapan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dan pola koordinasi yang dilakukan dalam rangka menetapkan bupati sebagai pemegang kewenangan terpenting, keduanya sesuai dengan hasil kajian berdasarkan wawancara terkait indikator Struktur Birokrasi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Khofifatul Ummah yang berjudul Implementasi E-Government Melalui Pemanfaatan E-Buddy (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). Temuan penelitian menunjukkan bahwa SOP penerapan e-buddy di Pemerintah Desa Kajeksan juga didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik yang menyatakan bahwa pelaksanaan dinas dinas elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi surat elektronik .
IV. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Model Government to Government Melalui Aplikasi E-Buddy (Studi Pada Pengelolaan Arsip Surat Keluar Masuk di Desa Candipari), dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem E-Government melalui aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi desa. Namun, keberhasilan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan utama, seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman pengguna, kendala infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil, serta kurangnya SOP khusus yang mengatur penggunaan sistem secara rinci. Selain itu, faktor komunikasi dan koordinasi antar bagian perlu diperkuat agar proses implementasi berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, sosialisasi yang lebih intensif, serta pengembangan kebijakan dan SOP yang komprehensif sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas sistem E-Buddy. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem ini dapat berjalan secara optimal, mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
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